KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 422 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA TAHFIDZ SHOHIBUL QUR'AN
KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,
Memmbang :a. bahwa delam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yvang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan,

b. bshwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayvat (2} Peraturan
Menterl Agama Nomor 90 Tahun 2013 1entang Penvelenggaraan
Pendidikan r:iadras.a_ﬁ. perlu  memberikan 1z2in  operasional
terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinst Sumatera Barat,

c. bahwa Madrasah vang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi svarat administratif, teknis, dan kelayakan yang
telah ditetapkan:

d. bashwa berdasarkan pertimbangan sebagaimansa dimaksud pada
huruf &, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayvah Kementenan Agama Provinsi Sumatera
Barat tentang Pemberian |zin Operasional Pendirian Madrasah
Ibtidaiyvah Swasta Tahfidz Shohibul Qur'an Kota Padang;

Mengmgat . 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia NOMOR 651);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 651); T



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran WNegars Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor £49§), sebagaimana telgh diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Peraturem Pemernntah Nemor 19 Tahun 2003 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomeor 71, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 34 L0},

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tshun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863},

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan |Lembaran Negara Republik Indonesiaz Tahun 2008
Nomor 91, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 486%);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Penprlolaan dan Penvelengparsan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tehun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51035), sebageimana telah
dinbah dengan Peraturan Pemenniah Nomor 66 Tahun 2010
tentang perubahan atss Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolsan dan Penyelenggaraan Pendidikan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarena dan  Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/ Madrasah Ihtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sekolsh Menengah
Atas/Madrasah [btidaiyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Mindmal  Pendidikan  di
kabupaten /Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter: Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tenteng
Pepubshan Atss Peraturan Menter: Pendidikan Nasional Nemor :‘]J



Menetapkan

KESATU

KEDUA

15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikean
di Kabupaten/Kota;

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawss Pendidikan Agama Islam
pads Sekolah {Berita Negara Republik Indonesiz Tahun 2012
Nomeor 206) schagsimana diubah dengan Peraturan Menten
Agama Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menieri Agama Nemor 2 Tahun 2012 tenteng Pengawas
Madrasah dan Pengswas Pendidikan Apama |slam pada Sckolah
iBenita Negara Eepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 684);

11, Peraturan Menteri Agama Noemor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kena Instans: Vertikal Kementerian Agama
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851},

12. Peraturan Menternn Agama Nomor %0 Tahun 2013 rtentang
Penyelenggarean Pendidikan Madrasah |Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733}

13. Keputusan Mentert Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang
Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penganghkatan
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negen Sipil Di
Lingkungan Departemen Agama;,

MEMUTUSKAN -

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS] SUMATERA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
TAHFIDZ SHOHIBUL QUR'AN KOTA PADANG

: Memberikan tzin operasional pendinan madrasah kepada Madrasah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dan

Kepurtusan in:.

Setelah jangka waktu 7 talun, Kepala Madrasah yang bersangkutan

wijib

a. Menvampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada kepala
Kantor Kementerian Agama vang memuat paling sedikt
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan lkurikulum,
pelaksanzan pemenuhan  standar  pendidik dan  tenaga
kependidikan; dan/ stau

b. Mengajukan pendaftaran visitas: akreditasi Sekolah/Madrasah
kepada Badan Akreditas: Pendidikan [BAP) Sekolah/Madrasah

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

. Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimeana dimaksud dalam

diktum KEDUA huruf & dimlal memenuhi standar pelayanan minimal
penyelengearaan pendidikan dan/ atau hasil akreditas: sebagaimana
dimaksud diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C,
maka izn operasional sebagamana dimaksud dalam  diktum
KESATU tetap berlaku.

- Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam

diktum KEDUA huruf a dinilad memenult standar pelavanan minimal
penvelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditas: sebagamana
dimaksud diktum KEDUA huruf b ridak mendapat peringkat minimal
C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATL dicabut.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kote Padang
Pada tenggal 3 September 2020
KEPALA HANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN  KEPALA  KANTOR  WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA
BARAT

NOMOR 422 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH [BTIDAIYAH SWASTA TAHFIDZ
SHOHIBUL QUR'AN KOTA PADANG

iDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

Mama Madrasal

MIS TAHFIDZ SHOHIBUL QURAN

4 | Nomor Statistile Madrasah 111213710008
3 | Alamat Madrasah Jl. Adi Negoro Km 17 RT 02 EW 05 Lubuk
Bueya Koto Tangah
Desa/ Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah
Kota Padang
. Provinsi Sumatera Barat
4 | Nama Organisas: Penyelenggara YAYASAN SHOHIBUL DURAN NAJIYA
3 | Akte Notaris Organisasi No. I Miranda Anggraini, 5H, M.KN
Penvelenggara
6 | Pengesahan Akte Notaris AHU-001797,AH.01,04,.2019 Tanggal 18

Organisasi Penyelenggara

November 2019

HKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,




KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
FROVINS| SUMATERA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 348/KW.03/2-E/PP.00&6/MI/09/2020

Desa/Kalurahan
Kecamatan
KabupatenKota

Provinsi

Panyelenggara Madrasah
Akia Notaris Panyaisnggara
Pangsasshan Akte Notaris
Berdiri Ssjak

Diberikan kepada;

" MADRASAH IBTIDAIYAH TAHFIDZ SHOHIBUL QUR'AN

JL ADI NEGORO, KM 17 RT 02, RW 05 LUBUK BUAYAKOTA
TANGAH

L AIRPACAH

KOTO TANGAH
KOTAPADANG

SUMATERA BARAT

YAYASAN SHOHIBUL QUR'AN NAJIYA

NO. 1 MIRANDA ANGGRAINIS H,. MKN
AHU-D01787 AH.01 04,2018 TANGEAL 13 NOVEMBER 2012
3 SEPTEMBER 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

[ sl 7] 3] o[ o] o s

Kota Padang, 3 Septemiber 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
. [PROVINSI SUMATERA BARAT
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